
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ketersediaannya bangunan gedung bagi masyarakat merupakan salah satu 

kebutuhan utama yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Dalam 

penyediaan dan pembangunan bangunan gedung tersebut, terdapat faktor – faktor 

yang juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Salah satu faktor 

yang dimaksud tersebut adalah kondisi tata ruang suatu daerah. Penataan ruang 

suatu daerah merupakan faktor penting dalam pertimbangan pembangunan 

bangunan gedung karena dalam dalam tata ruang diatur pembagian, pemanfaatan, 

dan pengendalian fungsi lahan agar tercapainya keterpaduan dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam penataan ruang tersebut, 

pemerintah harus memetakan dan menentukan fungsi – fungsi setiap wilayah baik 

dalam bidang kawasan budidaya, transportasi, jalur irigasi, pengolahan air limbah, 

dan sebagainya. 

Selain faktor perencanaan tata ruang, perlu dilakukan evaluasi kondisi dari 

daerah yang akan dilakukan pembangunan. Untuk itu, pemerintah pun membagi 

dan menggolongkan setiap wilayah pada suatu daerah, dan mencatat isu – isu yang 

perlu ditinjau yang diatur dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah). 

Walaupun penataan ruang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, 

kenyataannya masih terdapat isu – isu pelanggaran seperti beberapa bangunan liar 
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tanpa izin yang dibangun tanpa berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Untuk membangun suatu bangunan gedung, terlebih dahulu harus 

memenuhi persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. 

Persyaratan yang dimaksud meliputi persyaratan teknis dan juga persyaratan 

administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang No 28 Tahun 

2002 Tentang Bangunan Gedung. Setelah memenuhi persyaratan teknis dan 

administratif yang dimaksud tersebut, maka suatu bangunan gedung akan menerima 

Sertifikat Laik Fungsi yang menyatakan bahwa bangunan gedung tersebut sudah 

terbukti andal dan laik fungsi. 

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) merupakan sertifikat  yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah untuk menyatakan keandalan suatu bangunan gedung sebelum 

bangunan gedung tersebut dimanfaatkan atau digunakan. Pedoman mengenai SLF 

ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25/ PRT/ 2007 tentang 

Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum ini, dijelaskan bahwa pemenuhan persyaratan teknis dan 

administratif untuk Sertifikat Laik Fungsi dimulai dari tahap perencanaan atau 

sebelum bangunan gedung tersebut dibangun sampai bangunan tersebut selesai 

dibangun. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat banyak bangunan gedung 

yang masih belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Salah satu kendala utamanya 

adalah dalam pemenuhan persyaratan administratif. Persyaratan administratif untuk 

Sertifikat Laik Fungsi inilah yang menjadi salah satu fokus utama dari Tugas Akhir 

ini.  
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Persyaratan-persyaratan administratif tersebut tidak lepas dari Peraturan 

Daerah dan bagaimana penataan ruang pada suatu daerah.  Dalam Tugas Akhir ini, 

dipilih Kota Tangerang sebagai daerah yang akan dengan alasan bahwa Kota 

Tangerang merupakan salah satu kota atau daerah tingkat II di Indonesia dengan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan gedung yang cukup tinggi. Jenis 

bangunan gedung yang menjadi fokus dalam tugas akhir ini adalah bangunan 

gedung dengan fungsi hunian, yang dipilih karena gedung hunian merupakan 

kebutuhan primer dari manusia dan karena di Kota Tangerang cakupan rumah huni 

yang layak dan terjangkau baru di angka 28,14% (Tangerang, Lampiran Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023, 2019). 

Pembangunan gedung hunian pada Kota Tangerang ataupun daerah lainnya harus 

sesuai dengan pembagian kawasan sesuai dengan peta rencana pola ruang daerah 

tersebut, oleh karena itu perlu ditinjau bagaimana potret penataan ruang dan juga 

kondisinya. Setelah mendapat gambaran mengenai penataan ruang Kota 

Tangerang, maka akan dilakukan pengidentifikasian persyaratan-persyaratan 

administratif kelaikan fungsi bangunan gedung hunian di Kota Tangerang dan 

hubungan antara persyaratan-persyaratan tersebut dengan keandalan bangunan 

gedung Kota Tangerang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana konsep penataan ruang Kota Tangerang ? 

2) Bagaimana kondisi dan luas kawasan Kota Tangerang? 

3) Bagaimana kondisi penataan bangunan gedung Kota Tangerang? 

4) Apa saja indikator persyaratan administratif kelaikan bangunan gedung 

hunian di Kota Tangerang? 

5) Bagaimana hasil analisis implementasi persyaratan administratif Sertifikat 

Laik Fungsi di Kota Tangerang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan disampaikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1) Memahami konsep penataan ruang Kota Tangerang. 

2) Memahami kondisi dan luas kawasan – kawasan pada Kota Tangerang. 

3) Memahami kondisi penataan bangunan gedung di Kota Tangerang. 

4) Mengidentifikasi indikator-indikator persyaratan administratif kelaikan 

fungsi  bangunan gedung hunian Kota Tangerang. 

5) Menganalisis pengimplementasian persyaratan administratif Sertifikat Laik 

Fungsi pada Kota Tangerang. 

1.4. Batasan Penulisan Penelitian 

Batasan dan ruang lingkup dalam penelitian Tugas Akhir ini meliputi : 

1) Pembahasan tata ruang dan kondisi wilayah hanya pada Kota Tangerang. 

2) Indikator pembahasan persyaratan Sertifikat Laik Fungsi lebih khusus ke 

persyaratan administratif. 
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3) Pembahasan persyaratan Sertifikat Laik Fungsi dikhususkan untuk 

bangunan gedung dengan fungsi hunian. 

4) Responden adalah dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Tangerang, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Tangerang, dan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) BAGIAN AWAL 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian karya tulis, 

persetujuan dosen pembimbing Tugas Akhir, persetujuan tim penguji Tugas 

Akhir, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftra 

lampiran. 

2) BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dari dipilihnya topik pada 

penulisan Tugas Akhir ini, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, ruang 

lingkup dan batasan penulisan Tugas Akhir, dan sistematika penulisan Tugas 

Akhir. 

3) BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dari peraturan perundang – undangan dan  

literatur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dalam 

Tugas Akhir ini.  

4) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisi penejelasan mengenai tahapan-tahapan penelitian dalam Tugas 

Akhir, metode pengumplan data yang digunakan, dan metode analisis 

permasalahan yang digunakan. 

5) BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap data yang 

sudah didapat untuk menjawab sau per satu rumusan masalah dalam penelitian. 

Setelah analisis dilakukan, akan diberikan pembahasan dari hasil penelitian 

yang sudah didapat. 

6) BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian Tugas Akhir untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada dan saran - saran untuk pelaksanaan penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan topik Tugas Akhir ini. 

 

 


